KONSOLIDASI TANAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI DUSUN GEDUGAN DESA JEBED SELATAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG by SYAFE'I, MUHAMMAD REZA
KONSOLIDASI TANAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS 
LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI DUSUN GEDUGAN DESA JEBED 
SELATAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG 
 
 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat 
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum 
 
Oleh : 
 
Muhammad Reza Syafe’i 
NPM 5116500132 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
2020 
ii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
ABSTRAK 
 
       Meningkatnya jumlah penduduk dipermukiman mengakibatkan tidak 
terkendalinya penggunaan tanah oleh masyarakat sehingga akan terbentuk daerah 
atau lingkungan yang tidak teratur. Usaha yang ditempuh oleh pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yaitu dengan mengambil kebijaksanaan 
konsolidasi tanah. 
       Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dasar hukum Konsolidasi 
Tanah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Dusun 
Gedugan Desa Jebed Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, (2) Untuk 
mengetahui yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Konsolidasi Tanah 
dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Dusun Gedugan 
Desa Jebed Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi 
kepustakaan dan teknik wawancara dan dianalisis dengan deskriptif analisis. 
       Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar hukum konsolidasi tanah dalam 
rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa 
Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yaitu peraturan 
perundang-undangan yang diatur secara nasional dan peraturan daerah yang 
mengatur konsolidasi tanah. Adapun faktor pendukung konsolidasi tanah adanya 
kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dengan beberapa 
instansi terkait dalam konsolidasi tanah tersebut. Sedangkan faktor penghambat 
yaitu kurangnya pengetahuan peserta konsolidasi tanah mengenai konsolidasi 
tanah. 
       Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci: Konsolidasi Tanah, Kualitas Lingkungan, Permukiman. 
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ABSTRACT 
 
       The increasing number of population in the settlements resulted in the 
uncontrolled use of land by the community that will be formed regional or 
disorganized environment. Efforts taken by the government to improve the quality 
of the environment in the South Jebed Village, Taman District, Pemalang 
Regency, are by taking the policy of land consolidation. 
       This study aims: (1) To find out the legal basis of Land Consolidation in the 
context of improving the quality of the settlement environment in Gedugan 
Hamlet, South Jebed Village, Taman District, Pemalang Regency, (2) To find out 
the supporting and inhibiting factors of Land Consolidation in order to improve 
the quality of the residential environment in Gedugan Hamlet, South Jebed 
Village, District Taman, Pemalang Regency. 
       This type of research is library research, the approach used is a normative 
approach, data collection techniques through library research and interview 
techniques and analyzed with descriptive analysis. 
       The results of this study indicate that the legal basis for land consolidation in 
the context of improving the quality of the environmental environment in the 
Gedugan Hamlet, South Jebed Village, Taman District, Pemalang Regency is 
legally regulated and regional regulations governing land consolidation. The 
supporting factors for land consolidation are the collaboration between the 
Pemalang District Land Office and several related agencies in the land 
consolidation. While the inhibiting factor is the lack of knowledge of the 
participants of land consolidation regarding land consolidation.        
       Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
Keywords: Land Consolidation, Environmental Quality, Settlements 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
       Amanat pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Bumi, air dan 
kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini 
merupakan landasan konstitusional dari Hak Menguasai Negara berarti 
mengatur penggunaan, peruntukan dan alokasi lahan melalui perundang-
undangan dan kebijakan tertulis lainnya.
1
  
       Secara yuridis, konsep terkait hak Negara dalam menguasai sumber daya 
agraria diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang peraturan dasar pokok - pokok agraria, atau yang kemudian lebih 
dikenal dengan sebutan (UUPA). Pada Pasal 2 ayat (2) UUPA dijabarkan 
bahwa dalam mengimplementasikan Hak Menguasai Negara, Negara hanya 
diberi wewenang untuk: 
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
                                                           
      1 Oloan Sitorus, Konsolidasi tanah, Tata Ruang dan Ketahanan nasional, Yogyakarta: STPN 
Press, 2015, hlm. 15 
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3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa.
2
 
       Hak menguasai negara adalah kekuasaan atau kewenangan negara yang 
berdasarkan hukum untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi. Hakikat hak 
menguasai negara harus dilihat pada kekuasaan negara secara umum yaitu 
membangun, mengusahakan, memelihara, dan mengatur hidup bersama, 
sehingga kalau dikhususkan pada hak menguasai tanah oleh negara, berarti 
membangun, mengusahakan, memelihara, dan mengatur segala sesuatu 
mengenai tanah.
3
 
       Pada pasal 14 ayat (1) UUPA, untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita 
bangsa dan negara Indonesia dalam bidang agraria perlu adanya suatu 
rencana mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan 
ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Rencana 
ini dibuat dalam bentuk rencana umum yang meliputi seluruh wilayah 
Indonesia, yang kemudian dirinci lebih lanjut menjadi rencana-rencana 
khusus tiap daerah. 
       Untuk itu diperlukan adanya perencanaan peruntukkan dan penggunaan 
tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 UUPA yakni 
menggunakan tanah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
                                                           
      2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 173 
      3 Notonagoro, “Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia”, dalam Darwin 
Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 60 
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tentang Penataan Ruang, maka dalam rangka pemanfaatan ruang perlu 
dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola penguasaan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah secara efisien dan efektif sesuai dengan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dimana pengendalian dan 
pengawasan justru harus dapat menjadi alat pemacu secara terarah dan 
terkendali bagi potensi pengembangan lahan yang dapat memberikan 
peningkatan keuntungan secara sosial, ekonomi dan fisik.
4
 
       Meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di permukiman, hal ini 
menimbulkan masalah ketidakseimbangan persediaan tanah permukiman dan 
sarana fasilitas permukiman dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 
membutuhkan tanah. Dengan demikian dapat berakibat tidak terkendalinya 
penggunaan tanah oleh masyarakat sehingga akan terbentuk daerah atau 
lingkungan yang tidak teratur, timbulnya permukiman-permukiman liar, jalan 
yang berkelok-kelok dan sebagainya. Hal tersebut perlu adanya untuk 
mencegah sebelum berkembangnya lingkungan tersebut, jika tidak dilakukan 
maka lingkungan tersebut akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat 
yang tinggal di lingkungan tersebut. 
       Penyediaan tanah untuk pembangunan dan permukiman menurut 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan 
dan permukiman dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan tanah yang 
langsung dikuasai oleh Negara, konsolidasi tanah oleh pemilik tanah dan 
                                                           
      4 I Putu Agus Suarsana Ariesta, Tesis Magister: “Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya 
Meningkatkan Daya Guna dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah” 
Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 5 
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pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
       Usaha yang ditempuh oleh pemerintah di bidang pertanahan dalam 
pengadaan tanah dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Dusun 
Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yaitu 
dengan mengambil kebijaksanaan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah 
adalah suatu metode pembangunan yang merupakan salah satu kebjiaksanaan 
pengaturan penguasaan tanah, penyesuaian penggunaan tanah dengan 
Rencana Tata Guna Tanah/Tata Ruang dan pengadaan tanah untuk 
kepentingan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan 
sumber daya alam.
5
  
       Peraturan Kepala Badan pertanahan nasional nomor 4 Tahun 1991 telah 
merumuskan, bahwa konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan 
mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai 
Rencana Tata Ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan 
pembanunan, guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi 
masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa konsolidasi tanah membutukan 
partisipasi masyarakat, baik pada proses penataan bidang tanah maupun 
pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan masyarakat.
6
  
       Melalui konsolidasi tanah ini, status penguasaan tanah akan menjadi 
berkepastian hukum, karena produk akhir dari konsolidasi tanah di Indonesia 
                                                           
      5 Hasni, Hukum Penataan ruang dan Penatagunaan Tanah, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 
299 
      6 Aristiono Nugroho dan Sutaryono, Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah, 
Yogyakarta: STPN Press, 2015, hlm. 41 
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adalah sertipikat sebagai bukti penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang 
paling kuat. Dengan konsolidasi tanah ini juga akan dilakukan penataan fisik 
tanah, sehingga setelah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, penggunaan 
tanah permukiman akan semakin efektif dan efisien, dan dengan tanah 
tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, seimbang, dan lestari.
7
 
       Dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah, maka pemerintah 
menetapkan aturan, yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah yang menjadi dasar 
pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Indonesia. Selanjutnya, pasal 4 
ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 menjelaskan bahwa 
konsolidasi tanah perkotaan dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 
85% dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi sekurang- kurangnya 
85% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasikan.
8
 
       Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul: “KONSOLIDASI TANAH DALAM RANGKA 
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI 
DUSUN GEDUGAN DESA JEBED SELATAN KECAMATAN TAMAN 
KABUPATEN PEMALANG” 
 
 
 
                                                           
      7 Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Bandung: PT 
Alumni, 2014, hlm. 216 
      8 Oloan Sitorus, Konsolidasi tanah, Tata Ruang dan Ketahanan nasional, Yogyakarta: STPN 
Press, 2015, hlm. 23 
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B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan 
masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Adapun 
perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Apa yang menjadi dasar hukum Konsolidasi Tanah dalam rangka 
peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa 
Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang? 
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat Konsolidasi Tanah 
dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Dusun 
Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang? 
C. Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum Konsolidasi Tanah dalam rangka 
peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa 
Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Konsolidasi 
Tanah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman di 
Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang. 
D. Manfaat Penelitian 
       Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan 
almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang ada. 
b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 
ilmu hukum pada khususnya terutama Hukum Agraria dan Hukum 
Lingkungan. 
c. Untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama kuliah di Fakultas 
Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 
diteliti. 
b. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 
terkait langsung dengan judul penelitian ini. 
E. Tinjauan Pustaka 
       Adapun melihat permasalahan permukiman yang ada di Dusun Gedugan 
Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yaitu lingkungan 
permukiman yang tidak teratur dan jalan yang kurang memadai terhadap 
masyarakat. Maka penulis membuat penelitian mengenai “Konsolidasi Tanah 
Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman di Dusun 
Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”. 
Berikut penulis deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan penelitian 
tersebut: 
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       Ida Nurlinda, Jurnal dengan judul “Metode Konsolidasi Tanah untuk 
Pengadaan Tanah yang Partisipasif dan Penataan Ruang yang Terpadu”. 
Penelitian ini menelaah konsolidasi tanah sebagai metode pengadaan tanah 
yang sekaligus menjadi instrumen penataan ruang yang partisipasif dan 
terpadu. Bagaimana aspek hukum yang timbul terkait kemungkinan 
konsolidasi tanah menjadi metode pengadaan tanah dan instrumen bagi 
penataan ruang yang partisipasif dan terpadu. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa konsolidasi tanah dapat menjadi metoda pengadaan tanah yang 
partisipasif, dengan melibatkan peran swasta dalam kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana lingkungan wilayah yang di konsolidasi. Peserta 
konsolidasi tanah pun tidak saja memperoleh keuntungan ekonomi akan 
tetapi juga keuntungan sosial dan keuntungan lingkungan dari wilayah yang 
dikonsolidasi tersebut.
9
 
       Scivi Junifer Kapoh, Jurnal dengan judul “Pengaturan Konsolidasi 
Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
kegiatan konsolidasi tanah untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU 
No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 
                                                           
      9 Ida Nurlinda, “Metode Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipasif dan 
Penataan Ruang yang Terpadu”, Jurnal Hukum, Volume 18, Nomor 2, April, 2010, hlm. 161 
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bagaimana peran serta pemilik tanah dan hasil yang dicapai dalam kegiatan 
konsolidasi tanah untuk pembangunan perumahan di Indonesia.
10
 
       Septiyani, 2012 Skripsi, Jurusan Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan 
Nasional Yogyakarta dengan judul “Konsolidasi Tanah Pertanian sebagai 
Strategi Penataan Pertanahan Pada Kawasan Rawan Bencana III Merapi 
(Studi di Pedukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan 
Kabupaten Sleman)”, meneliti pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian 
dengan cakupan tujuan tertentu. Penelitian ini membahas kebijakan yang 
dilakukan pemerintah pasca erupsi Gunung Merapi dan mengenai strategi 
penataan pertanahan yang dapat dilaksanakan di Pedukuhan Kaliadem adalah 
Konsolidasi Tanah Pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
desain konsolidasi tanah sebagai strategi (P4T) yang memberikan hasil 
adanya keteraturan pada bentuk, letak, luas, dan batas.
11
 
       Arif Qomarudin, 2011 Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember 
dengan judul “Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Sebagai Saran Yuridis 
Penataan Tanah”. Permasalahan yang di bahas di dalam skripsi ini adalah 
bagaimanakah regulasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan model konsolidasi 
tanah yang bagaimanakah yang di pergunakan dalam pelaksanaan konsolidasi 
tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
12
 
                                                           
      10 Scivi Junifer Kapoh, “Pengaturan Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”, 
Lex et Societatis, Volume 5, Nomor 6, Agustus, 2017, hlm. 1 
      11 Septiyani, “Konsolidasi Tanah Pertanian sebagai Strategi Penataan Pertanahan Pada 
Kawasan Rawan Bencana III Merapi (Studi di Pedukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo 
KecamatanCangkringan Kabupaten Sleman)”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Perpetaan, Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2012. 
      12 Arif Qomarudin,  “Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Sebagai Saran Yuridis Penataan 
Tanah”, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2011. 
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       Ni Made Desy Aryani dan I Wayan Parsa, skripsi dengan judul 
“Konsolidasi Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan 
Produktivitas Pemanfaatan Tanah Perkotaan Secara Optimal”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan konsolidasi tanah 
serta upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan 
tanah perkotaan secara optimal melalui konsolidasi tanah berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang 
Konsolidasi Tanah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan 
produktivitas pemanfaatan tanah perkotaan secara optimal dengan melakukan 
penataan kembali terhadap penguasaan, penggunaan serta pengadaan tanah.
13
 
       Ana Ramadhona, jurnal dengan judul “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
Untuk Pembangunan Jalan BY PASS di Kota Bukittinggi”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah untuk 
pembangunan jalan By Pass di Kota Bukittinggi. Untuk mengetahui kendala-
kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah kota Bukttinggi dalam 
penyelesaian.
14
 
       Ifti Suhesti, Syamsul Alam, Ida Ayu A, jurnal dengan judul 
“Perkembangan Permukiman Pasca Konsolidasi Tanah Di Desa Sumerta 
Kelod, Kota Denpasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perkembangan permukiman dan pola permukiman pasca pelaksanaan 
kegiatan Konsolidasi Tanah di desa tersebut. Permukiman yang terbentuk 
                                                           
      13 Ni Made Desy Aryani dan I Wayan Parsa, jurnal dengan judul “ Konsolidasi Tanah Sebagai 
Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Pemanfaatan Tanah Perkotaan Secara 
Optimal”, Skripsi, Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana. 
      14 Ana Ramadhona, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Jalan By Pass di 
Kota Bukittinggi”, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 3, Nomor 1, September, 2017. 
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pasca Konsolidasi Tanah di desa tersebut didominasi oleh permukiman yang 
teratur, rapi dan sehat serta dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah setempat.
15
 
       Berdasarkan dari beberapa referensi yang telah diuraikan sebelumnya, 
memiliki perbedaan yang sangat signifikan yaitu terletak pada substansi dari 
permasalahan. Penelitian ini membahas dasar hukum konsolidasi tanah dalam 
rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa 
Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan faktor pendukung 
dan penghambat konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Penelitian 
kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
literatur.
16
 Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena 
dilakukan dengan identifikasi literatur berupa perturan perundang-
undangan dan berbagai buku. 
2. Pendekatan Penelitian 
       Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan 
normatif. Pendekatan normatif adalah metode yang dipergunakan di 
                                                           
      15 Ifti Suhesti, Syamsul Alam, Ida Ayu A, “Perkembangan Permukiman Pasca Konsolidasi 
Tanah Di Desa Sumerta Kelod, Kota Denpasar”, Jurnal Lingkungan Binaan, Volume 3, Nomor 1, 
April, 2016. 
      16 M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2002, hlm. 11 
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dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka yang ada.
17
 Karena yang diteliti adalah berbagai peraturan yang 
menjadi fokus segaligus tema suatu penelitian. Khususnya peraturan yang 
relevan dengan konsolidasi tanah. 
3. Sumber Data 
       Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif 
adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil 
penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau 
bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
18
 
Data sekunder dikelompokan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. 
4. Metode Pengumpulan Data 
       Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah: 
a. Studi Kepustakaan 
       Studi dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang ada 
seperti perundang-undangan yang mengatur konsolidasi tanah dan 
yang berhubungan dengan masalah pertanahan. 
b. Teknik Wawancara 
       Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 
percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 
                                                           
      17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009, hlm. 13 
      18 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015, hlm. 156. 
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
19
 
       Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara yaitu 
dengan melakukan tanya jawab secara langsung pada seksi pengaturan 
penugasan tanah. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan 
untuk memperoleh keterangan yang lebih pasti mengenai pelaksanaan 
konsolidasi tanah di Desa Jebed Selatan, Kecamatan Taman, 
Kabupaten Pemalang. 
5. Metode Analisa Data 
       Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu 
mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 
sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang 
kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.
20
 Hasil 
penelitian dari data sekunder yakni penelitian kepustakaan kemudian akan 
dipergunakan untuk menganalisa data primer yang diperoleh dari 
lapangan. 
G. Sistematika Penulisan 
       Rencana laporan penelitian yang berjudul “Konsolidasi Tanah Dalam 
Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Di Dusun Gedugan 
Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang” akan disusun 
dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut 
sebagai berikut : 
                                                           
      19 Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rsodakarya, 2017, hlm. 135 
      20 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: CV. Alfabeta, 2002, hlm. 29 
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       Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
       Bab II Landasan Konseptual, pada bab ini berisi tentang teori – teori dan 
peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan 
masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tentang Konsolidasi Tanah dan 
kualitas lingkungan permukiman. 
       Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan 
tentang hasil penelitian mengenai Dasar Hukum Konsolidasi Tanah Dalam 
Rangka Peningkatan Lingkungan Permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed 
Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan faktor pendukung dan 
penghambat Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan, Kecamatan 
Taman, Kabupaten Pemalang. 
       Bab IV Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta sarannya. 
 
  
15 
 
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Tentang Konsolidasi Tanah 
1. Pengertian Konsolidasi Tanah 
       Secara yuridis Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertahan Nasional 
No. 4 Tahun 1991, pengertian konsolidasi tanah adalah kebijakan 
pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan 
tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, 
untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya 
alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 
       Dari pengertian yuridis tersebut diatas, menurut Idham dalam 
bukunya mengatakan bahwa dapat diidentifikasikan beberapa elemen 
substansial dari konsolidasi tanah yaitu: 
a. Konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan; 
b. Konsolidasi tanah berisikan penataan kembali penguasaan, 
penggunaan dan usaha pengadaan tanah; 
c. Konsolidasi tanah bertujuan untuk kepentingan pembangunan, 
meningkatkan kualitas lingkungan, pemeliharaan sumber daya alam; 
d. Konsolidasi tanah harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat.
21
 
                                                           
      21 Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Bandung: PT 
Alumni, 2014, hlm. 23. 
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       Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Adrian Sutedi dalam 
bukunya mengatakan bahwa konsolidasi tanah adalah kebijakan 
pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan dan 
penggunaan tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah serta usaha 
pengadaan tanah untuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam, dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, baik kawasan 
perkotaan atau pedesaan.
22
 
2. Landasan Konsolidasi Tanah 
       Peningkatan pelaksanaan konsolidasi tanah untuk mengefektifkan 
pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka 
ketahanan nasional harus dibangun berdasarkan paradigma nasional dan 
peraturan perundang-undangan. Paradigma nasional ini telah dituangkan 
dalam landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan hukum.
23
 
a. Landasan Idiil 
       Konsolidasi tanah sebagai kebijakan pertanahan partisipatif dalam 
mengefektikan pemanfaatan ruang memiliki landasan idiil dalam 
Pancasila, terdapat pada sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan idiil yang 
kuat sebagai acuan filosofis dalam mengembangkan partisipasi 
                                                           
      22 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 175. 
      23 Oloan Sitorus, Konsolidasi Tanah, tata Ruang, dan Ketahanan Nasional, Yogyakarta: STPN 
Press, 2015, hlm. 13. 
17 
 
 
 
masyarakat dalam konsolidasi tanah. Pelibatan masyarakat dalam 
pelaksanaan konsolidasi tanah menjadi kesempatan untuk 
mengelaborasi dan mengembangkan nilai kegotongroyongan sebagai 
salah satu wujud  nilai keadilan sosial dalam Pancasila secara lebih 
konkrit dan masif.
24
 
b. Landasan Konsitusional 
       UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konsitusional 
pembangunan nasional di segala bidang. Pelaksanaan konsolidasi 
tanah guna mengefektifkan pemanfaatan ruang terdapat dalam pasal 
33 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional. 
Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dari Hak Menguasai 
Negara untuk melakukan penataan hubungan hukum dan penataan 
fisik dari konsolidasi tanah.
25
 
       Terdapat 14 asas-asas konstitusional yang dapat dijadikan sebagai 
asas hukum nasional, dan sembilan diantaranya dipandang tepat 
sebagai asas-asas hukum konsolidasi tanah perkotaan (yang tidak jauh 
berbeda dengan konsolidasi tanah pedesaan/pertanian), yakni sebagai 
berikut: 
1) Asas kesatuan wilayah 
2) Asas negara hukum 
3) Asas persamaan 
4) Asas keadilan 
                                                           
      24 Ibid, hlm. 15 
      25 Ibid. 
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5) Asas kerakyatan 
6) Asas kemanusiaan 
7) Asas kekeluargaan 
8) Asas keseimbangan26 
       Asas-asas diatas dapat diguanakan sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan kebijakan di sektor pertanahan khususnya 
konsolidasi tanah, tergantung situasi dan kondisi di tempat 
dilaksanakannya konsolidasi tanah. 
c. Landasan Hukum 
       Landasan hukum pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan (tidak 
berbeda jauh dengan konsolidasi tanah pedesaan atau pertanian) dapat 
dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:
27
 
1) Dasar ketentuan-ketentuan pokok, yang ada dalam UUPA yaitu 
Pasal 2, Pasal 6, Pasal 12, serta Pasal 14 UUPA; 
2) Dasar hukum materil (dasar yang menentukan) boleh tidaknya 
pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di atas suatu bidang 
tanah yang telah direncanakan dan hak serta kewajiban para 
peserta konsolidasi tanah perkotaan, yakni hukum perikatan yang 
timbul dari perjanjian pihak BPN sebagai pelaksana konsolidasi 
tanah perkotaan dan pemilik atau yang menguasai tanah sebagai 
                                                           
      26 Oloan Sitorus, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah 
Perkotaan di Indonesia”, BHUMI, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Nomor 7 Tahun 3, 
Desember, 2003, hlm. 52 
      27 Oloan Sitorus, Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen 
Kebijakan Pertanahan dalam Penataan Ruang di Indonesia, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah 
Indonesia, 2006, hlm. 30 
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peserta konsolidasi tanah perkotaan Dasar hukum materil ini dapat 
diketahui dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BPN 
No. 4 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa konsolidasi tanah baru 
dapat dilaksanakan setelah pemilik atau yang menguasai tanah 
memberikan persetujuannya. Jelaslah bahwa kekuatan mengikat 
dari hukum materil ini adalah Pasal 1338 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; dan 
3) Dasar hukum formil (yang bersifat intern administratif) adalah 
Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi 
Tanah, Surat Kepala BPN No. 410-4245 tanggal 7 Desembar 1991 
tentang Petunjuk Pelaksana Konsolidasi Tanah, dan lain-lainnya. 
3. Tujuan dan Sasaran Konsolidasi Tanah 
       Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah bahwa tujuan konsolidasi tanah  
adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui 
peningktan efisiensi, dan produktifitas penggunaan tanah. Lebih jelasnya 
diterangkan dalam petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah 410-4245 
bahwa konsolidasi tanah bermanfaat untuk tanah secara optimal, 
seimbang dan lestari dengan meningkatkan efisiensi penggunaan tanah 
diwilayah perkotaan dan meningkatkan penggunaan tanah di wilayah 
pedesaan. Secara garis besar tujuan kegiatan Konsolidasi Tanah adalah: 
20 
 
 
 
a. Terwujudnya tatanan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah 
yang tertib dan teratur disertai kepastian hukum. 
b. Terwujudnya peningkatan daya guna dan hasil guna pemanfaatan 
tanah. 
c. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pertanahan 
d. Terwujudnya lingkungan yang tertata dalam menunjang pembangunan 
wilayah. 
e. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup.28 
       Sedangkan sasaran dari konsolidasi tanah terdapat dalam pasal 2 ayat 
(2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 
tentang Konsolidasi Tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan 
dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Peningkatan yang demikian 
itu mengarah kepada tercapainya sutau tatanan penguasaan dan 
pengguanan yang tertib dan teratur. Berdasarkan Peraturan Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah Nomor 410-4245 Tahun 1991, sasaran konsolidasi 
tanah terutama ditujukan pada wilayah-wilayah sebagai berikut : 
a. Wilayah Perkotaan : 
1) Wilayah permukiman kumuh. 
2) Wilayah permukiman yang tumbuh pesat secara alami. 
3) Wilayah permukiman yang mulai tumbuh. 
4) Wilayah yang direncanakan menjadi permukiman baru. 
                                                           
      28 Sindung Sitorus, et al., Buku Materi MKK 73529/3 SKS/Modul I-IX Konsolidasi Tanah, 
Yogyakarta: STPN Press, 2007, hlm. 56. 
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5) Wilayah yang relatif kosong dibagian pinggiran kota yang 
diperkirakan akan berkembang sebagai daerah permukiman. 
b. Wilayah Pedesaan : 
1) Wilayah yang potensial dapat memperoleh pengairan tetapi belum 
tersedia jaringan irigasi. 
2) Wilayah yang jaringan irigasinya telah tersedia tetapi 
pemanfataannya belum ada. 
3) Wilayah yang berpengairan cukup baik namun masih perlu 
ditunjang oleh pengadaan jaringan jalan yang memadai. 
       Konsolidasi tanah pada hakekatnya adalah kebijaksanaan 
pembangunan daerah, untuk menata bagian wilayahnya yang tidak teratur 
menjadi teratur sesuai Rencana Tata Ruang Daerah. Oleh karena itu 
lokasi konsolidasi tanah harus mendapat penetapan dari 
Bupati/Walikota.
29
 
4. Manfaat Konsolidasi Tanah 
       Manfaat konsolidasi tanah bagi peserta konsolidasi tanah antra lain: 
a. Memenuhi kebutuhan lingkungan yang teratur, tertib, dan sehat. 
b. Keuntungan estetika atau keindahan view yang lebih baik kepada 
pemilik tanah. 
c. Meningkatkan pemerataan pembangunan (membangun tanpa 
menggusur). 
                                                           
      29 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 179. 
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d. Menghindari akses-akses yang mungkin timbul dalam proses penataan 
dan penyediaan tanah. 
e. Mempercepat pertumbuhan wilayah. 
f. Menertibkan administrasi wilayah. 
g. Menghemat biaya pemerintah. 
h. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. 
i. Meningkatkan harga properti peserta. 
j. Susunan organisasi pelaksana konsolidasi tanah, termasuk 
keikutsertaan wakil peserta secara aktif dalam Tim Pelaksana. 
k. Lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah.30 
5. Syarat-syarat Konsolidasi Tanah 
       Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, lokasi 
konsolidasi tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Rencana 
Pembangunan Daerah dan konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila 
sekurang-kurangnya 85% dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi 
sekurang- kurangnya 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan 
dikonsolidasikan terdapat pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. 
6. Organisasi Penyelenggara Konsolidasi Tanah 
a. Tim Pengendali 
                                                           
      30 Sindung Sitorus, et al., Buku Materi MKK 73529/3 SKS/Modul I-IX Konsolidasi Tanah, 
Yogyakarta: STPN Press, 2007, hlm. 122 
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       Disadari bahwa kegiatan konsolidasi tanah merupakan kegiatan 
yang sangat kompleks mulai dari pemilihan lokasi yang berlandaskan 
rencana Tata Ruang Wilayah setempat sampai pada pembangunan 
konstruksi prasarana/sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Oleh 
karena itu, tidak mungkin kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh aparat 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) semata, tetapi memerlukan adanya 
kerjasama dengan instansi lain, seperti Bappeda, Dinas PU dan 
seterusnya yang secara bertatar dibentuk tim pengendali di Daerah 
Provinsi, dan tim koordinasi di Daerah Kabupaten/Kota, serta satuan 
tugas pelaksanaan konsolidasi tanah.
31
 
       Adapun susunan dan tugas dari tim pengendalian konsolidasi 
tanah provinsi dalam Peraturan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
Nomor 410-4245 Tahun 1991 adalah sebagai berikut: 
No Pejabat Tugas Dalam Tim 
1 Gubernur Kepala Daerah Sebagai Pembina 
2 Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional 
Sebagai Ketua 
3 Kepala Bappeda Tk. 1 Sebagai Wakil Ketua 
merangkap Anggota 
                                                           
      31 Sindung Sitorus, et al., Buku Materi MKK 73529/3 SKS/Modul I-IX Konsolidasi Tanah, 
Yogyakarta: STPN Press, 2007, hlm. 88 
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4 Kepala Bidang Pengaturan 
Penguasaan Tanah 
Sebagai Sekretaris merangkap 
Anggota 
5 Kepala Biro Bina 
Pemerintahan Tingkat 1 
Sebagai Anggota 
6 Kepala Dinas Pekerja 
Umum/Cipta Karya 
Sebagai Anggota 
7 Kepala Bidang Penatagunaan Sebagai Anggota 
8 Kepala Bidang Hak Atas 
Tanah 
Sebagai Anggota 
9 Kepala Bidang Pengukuran 
dan Pendaftaran Tanah 
Sebagai Anggota 
 
Tugas tim pengendalian konsolidasi tanah adalah: 
1) Melakukan pengendalian dan evaluasi perkembangan pelaksanaan 
konsolidasi tanah  
2) Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
konsolidasi tanah dan melaksanakan langkah langkah tindak 
lanjut.  
3) Memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada aparat 
pelaksana konsolidasi tanah di Kabupaten/Kotamadya Daerah 
Tingkat II.  
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4) Lain lain yang dianggap perlu.32 
b. Tim Koordinasi 
       Tim koordinasi yang bertugas di tingkat Kabupaten/Kota diangkat 
dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota terdiri dari instansi terkait di 
tingkat Kabupaten atau Kota dengan susunan seperti berikut ini: 
No Pejabat Tugas Dalam Tim 
1 Bupati/Walikota Sebagai Ketua 
2 Kepala Kantor Pertanahan  Sebagai Wakil Ketua 
merangkap Anggota 
3 Kepala Bappeda Anggota 
4 Kepala Bagian Pemerintahan Anggota 
5 Kepala Dinas PU Anggota 
6 Kepala Dinas Pertanian Anggota 
7 Kepala Dinas Tata Kota Anggota 
8 Camat Setempat Anggota 
9 Kasi Penatagunaan Tanah Anggota 
10 Kasi Hak Atas Tanah Anggota 
                                                           
      32 Ibid, hlm. 89 
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11 Kasi Pendaftaran Tanah Anggota 
12 Lurah/Kepala Desa Setempat Anggota 
13 Wakil Pemilik Tanah (2 orang) Anggota 
14 Kasi Pengaturan Penguasaan 
Tanah 
Sekretaris merangkap 
Anggota 
 
Tugas-tugas tim koordinasi antara lain adalah sebagai berikut: 
1) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.  
2) Mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan rencana blok dan 
desain konsolidasi tanah.  
3) Mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan Tanah 
Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP).  
4) Memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam 
pelaksanaan konsolidasi tanah.  
5) Lain-lain yang dianggap perlu.33 
c. Tim Pelaksana 
       Tugas tim Pelaksana yang merupakan unsur unsur pelaksana di 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Camat serta Kepala Desa 
setempat, dengan susunan personilnya sebagai berikut:
34
 
                                                           
      33 Sindung Sitorus, et al., Buku Materi MKK 73529/3 SKS/Modul I-IX Konsolidasi Tanah, 
Yogyakarta: STPN Press, 2007, hlm. 89 
      34 Ibid., hlm. 90 
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No Pejabat Selaku 
1 Kepala Kantor Pertanahan Ketua 
2 Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah Wakil Ketua 
3 Kasi Penatagunaan Tanah Anggota 
4 Kasi Hak Atas Tanah Anggota 
5 Kasi Pendaftaran Tanah Anggota 
6 Camat Anggota 
7 Kepala Desa Anggota 
 
       Satuan tugas tim pelaksanaan konsolidasi tanah dibentuk dengan 
Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan tugas sebagai berikut:
35
 
“Melaksanakan kegiatan Konsolidasi Tanah secara perasional mulai 
dari persiapan, pendataan, hingga konstruksi dalam segala aspek, 
manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, serta pengawasan pengendalian, dan lain lain hingga 
penyelesaian secara tuntas atas pelaksanaan konsolidasi tanah”.  
d. Asosiasi Peserta Konsolidasi Tanah 
       Peserta konsolidasi tanah mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Peserta memberi saran 
                                                           
      35 Ibid. 
28 
 
 
 
kepada penyelenggara, hal hal yang dapat merugikan peserta baik 
secara perorangan maupun secara kelompok. Dalam pemecahan 
masalahpun asosiasi ini memainkan peranan yang sangat penting. 
Pimpinan satuan kelompok dapat menyarankan kepada peserta yang 
dinilai berpikir secara “ekstrim” sehingga penyelesaian masalah dapat 
segera teratasi.
36
 
7. Tahap-tahap Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
       Segi teknis pelaksanaan konsolidasi tanah merupakan hal yang harus 
diperhatikan, karena ini mempengaruhi berhasil tidaknya konslidasi tanah 
dan sasaran yang ingin dicapai. Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam 
melaksanakan konsolidasi tanah dengan baik, yaitu:
37
 
a. Tahap Persiapan 
       Berkaitan erat dengan lokasi yang akan dipilih sebagai  tempat 
pelaksanaan konsolidasi tanah. Lokasi ini harus memenuhi syarat 
yang telah disetujui oleh sekurang kurangnya 85 % pemilik tanah 
yang luas tanahnya meliputi 85 % dari luas seluruh areal tanah yang 
akan dikonsolidasikan. Pemilihan lokasi ini hendaknya juga 
menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau 
Rencana Pembangunan Daerah yang diperkirakan akan  berkembang 
sesuai dengan tingkat pembangunan areal sekitarnya.  Segera setelah 
kegiatan ini selesai, maka diikuti dengan penyuluhan, penjajagan 
kesepakatan dengan pemilik tanah serta penetapan lokasi itu sebagai 
                                                           
      36 Ibid. 
      37 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 208 
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lokasi konsolidasi tanah oleh Walikota/Bupati. Penetapan lokasi ini 
memiliki kekuatan hukum karena dinyatakan dalam surat keputusan 
Walikota/Bupati. 
b. Tahap Pendataan 
       Tahap ini sudah menyentuh aspek fisik dan yuridis dari lokasi 
konsolidasi tanah. Setelah pengukuran dilakukan, dilanjutkan dengan 
identitas subyek dan obyek konsolidasi tanah serta pengajuan daftar 
usulan rencana kegiatan konsolidasi tanah. Sementara daftar usulan 
rencana kegiatan mencerminkan hasil  musyawarah dengan subyek 
konsolidasi dan pihak lain yang terlibat dalam konsolidasi tanah. 
Selanjutnya adalah pembuatan  rencana blok-pra desain konsolidasi 
tanah. Rencana ini dibuat  berdasarkan rencana sirkulasi lalu lintas 
dalam kaitanya dengan konsep dasar tata guna tanah dan 
pembangunan.
38
  
c. Tahap Penataan 
       Dimulai dengan pembuatan rencana blok desain konsolidasi tanah 
yang merupakan hasil musyawarah dengan masyarakat berdasarkan 
rencana yang dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah tercapai 
kesepakatan tentang penataan kapling baru, dilakukan pelepasan hak 
atas tanah serta pengumpulan dokumen pendukung proses pertanahan 
(SKPT) atau Keterangan Riwayat Tanah). Pelepasan ini juga diikuti 
dengan penegasan tanah itu sebagai obyek konsolidasi tanah. Setiap 
                                                           
      38 Ibid, hlm. 209 
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peserta konsolidasi tanah wajib menyerahkan sebagian tanahnya 
sebagai Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP). STUP ini 
kemudian digunakan oleh pemerintah/pihak ketiga (sebagai pelaksana 
konsolidasi tanah) sebagai Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan 
(TPBP) dan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas. 
Perhitungan STUP masih menggunakan sistem yang sederhana. Luas 
area yang diperlukan untuk STUP merupakan persentase dari jumlah 
luas bidang bidang tanah peserta. Pada umumnya, lokasi tanah dalam 
suatu proyek relatif sama sehingga akan memberikan konstribusi 
persentase yang sama pula. Konstribusi ini tidak dapat dihitung 
berdasarkan harga tanah sebelum dan setelah konsolidasi tanah. 
Sementara TPBP diperoleh setelah STUP dikurangi dengan kebutuhan 
tanah untuk infrastruktur dan fasilitas. Langkah terakhir yang 
dilakukan yang dilakukan adalah stalking out realokasi batas tanah 
dan penerbitan surat keputusan pemberian hak dan sertifikasi. 
Pelaksanaan konsolidasi tanah akan semakin lengkap dengan 
konstruksi prasarana di lokasi konsolidasi tanah. Konstriksi ini 
meliputi pembangunan jalan, prasarana dan sarana, fasilitas 
umum/fasilitas sosial, sera jaringan utilitas dan lain lain yang 
dibutuhkan.
39
 
       Namun menurut Oloan Sitorus tahap tahap pelaksanaan 
konsolidasi tanah ada 4, yaitu; tahap persiapan, pendataan, penataan 
                                                           
      39 Op.cit. 
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dan konstruksi.
40
 Dengan adanya konstruksi maka hasil dari 
pelaksanaan konsolidasi tanah akan terlihat lebih nyata karena tujuan 
akhir dari konsolidasi tanah adalah untuk kemakmuran masyarakat. 
 
B. Tinjauan Tentang Kualitas Lingkungan Permukiman 
1. Pengertian Lingkungan Hidup 
       Kehidupan manusia yang kompleks tidak bisa dilepaskan dari 
pengaruh alam sekitar atau lingkungan hidupnya, sehingga manusia 
berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya 
dan seberapa besar pengaruh tersebut. Sehingga muncul apa yang 
dinamakan Ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antar 
mahkluk hidup sebagai suatu kesatuan dengan lingkungannya.
41
 
       Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan 
environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan millieu atau dalam 
bahasa Perancis disebut dengan I environment. Beberapa pengertian 
mengenai lingkungan hidup yaitu
42
 
a. Menurut Michael Allaby 
       Lingkungan hidup diartikan sebagai the physical, chemical and 
biotic condition surrounding and organism. 
b. Menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf 
                                                           
      40 Sindung Sitorus, et al., Buku Materi MKK 73529/3 SKS/Modul I-IX Konsolidasi Tanah, 
Yogyakarta: STPN Press, 2007, hlm. 112 
      41 Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 1 
      42 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga, 2004, 
hlm. 4 
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       Mengartikannya dengan semua faktor eksternal yang bersifat 
biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan 
pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. 
c. Menurut Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto 
       Definisi lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang 
ada dalam ruang yang kita tempati yang  mempengaruhi kehidupan. 
d. Menurut Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro 
       Mengartikan bahwa lingkungan hidup sebagai semua benda dan 
kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, 
yang terdapat dalam ruang dan tempat manusai berada dan 
mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup 
lainnya. 
       Dalam pengertian pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan 
bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan mahkluk hidup termasuk didalamnya manusia dengan 
perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta mahkluk hidup lainnya. 
       Dari uraian diatas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan 
lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat 
dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup 
berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. 
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       Dari pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu 
rangkaian unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, 
air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan 
yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-
satuannya disebutkan sebagai komponen. 
b. Daya, disebut juga dengan energi. 
c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi. 
d. Perilaku atau tabiat. 
e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada. 
f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula 
disebut jaringan kehidupan.
43
 
2. Kualitas Permukiman 
a. Pengertian Permukiman 
       Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud 
dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai 
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
       Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa kawasan 
                                                           
      43 Ibid., hlm. 5 
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permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 
b. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman 
       Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menetapkan 
bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan 
berasaskan sebagai berikut: 
1) Kesejahteraan 
2) Keadilan dan pemerataan 
3) Kenasionalan 
4) Keefisienan dan kemanfaatan 
5) Keterjangkauan dan kemudahan 
6) Kemandirian dan kebersamaan 
7) Kemitraan 
8) Keserasian dan keseimbangan 
9) Keterpaduan 
10) Kesehatan 
11) Kelestarian dan keberlanjutan 
12) Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan44 
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       Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yaitu 
perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk: 
1) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman. 
2) Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 
penyebaran penduduk yang proposional melalui pertumbuhan 
lingkungan hunian dan kawasan permukiman. 
3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 
pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 
lingkungan dikawasan pedesaan. 
4) Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 
5) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 
6) Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni. 
c. Kriteria Permukiman 
       Beberapa kriteria permukiman atau kawasan permukiman yang 
layak adalah sebagai berikut:
45
 
1) Jaminan perlindungan hukum. 
       Perlindungan hukum mengambil banyak bentuk, diantaranya 
penyewaan akomodasi (publik dan swasta), perumahan kolektif, 
kredit, perumahan darurat, pemukiman informal, termasuk 
                                                           
      45 Zulfie Syarief, Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi 
Masyarakat Berpendapatan Rendah, Medan: USUPress, 2000, hlm. 12 
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penguasaan tanah dan properti. Meskipun ada beragam jenis 
perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki tingkat 
perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hukum dari 
pengusiran paksa, pelecehan, dan ancaman lainnya. Negara Pihak 
harus secara bertanggung jawab, segera mengambil tindakan-
tindakan yang bertujuan mengkonsultasikan jaminan perlindungan 
hukum terhadap orang-orang tersebut dan rumah tangga yang saat 
ini belum memiliki perlindungan, konsultasi secara benar dengan 
orang-orang atau kelompok yang terkena. 
2) Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infra 
struktur. 
       Tempat tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu 
yang penting bagi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. 
Semua penerima manfaat dari hak atas tempat tinggal yang layak 
harus memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya 
alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk memasak, 
suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, 
pembuangan sampah, saluran air, layanan darurat. 
3) Keterjangkauan. 
       Biaya pengeluaran seseorang atau rumah tangga yang 
bertempat tinggal harus pada tingkat tertentu dimana pencapaian 
dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar lainnya tidak terancam 
atau terganggu. Tindakan harus diambil oleh Negara Pihak untuk 
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memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan dengan 
tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan. 
Negara Pihak harus menyediakan subsidi untuk tempat tinggal 
bagi mereka yang tidak mampu memiliki tempat tinggal, dalam 
bentuk dan tingkat kredit perumahan yang secara layak 
mencerminkan kebutuhan tempat tinggal. Dalam kaitannya 
dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi dengan 
perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa 
yang tidak masuk akal atau kenaikan uang sewa. Di masyarakat, 
dimana bahan-bahan baku alam merupakan sumber daya utama 
bahan baku pembuatan rumah, Negara Pihak harus mengambil 
langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan bahan baku 
tersebut. 
4) Layak huni. 
       Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya 
dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat 
melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas,hujan, angin, 
atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, 
dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula 
terjamin. Komite mendorong Negara Pihak untuk secara 
menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh 
WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor 
lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi 
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penyebab penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; 
yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan 
kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat 
kematian dan ketidaksehatan. 
5) Aksesibilitas. 
       Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua 
orang yang berhak atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang 
beruntung seperti halnya manula, anak-anak, penderita cacat fisik, 
penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-positif, penderita 
sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, 
penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan 
mengenai standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal 
mereka. 
6) Lokasi. 
       Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang 
terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, 
pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di 
samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi 
yang telah atau atau akan segera terpolusi, yang mengancam 
hakuntuk hidup sehat para penghuninya. 
7) Kelayakan budaya. 
       Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, 
dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut 
39 
 
 
 
harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman 
tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi 
peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal 
harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari 
tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, 
fasilitas-fasilitas berteknologi modern, juga telah dilengkapkan 
dengan semestinya. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Hukum Konsolidasi Tanah dalam Rangka Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
       Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 
pengaturan konsolidasi tanah, khususnya konsolidasi tanah yang dilaksanakan 
dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Dusun 
Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dapat 
dilihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
1. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 
33 ayat (3); 
2. Dasar hukum ketentuan pokok; 
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2, 6, 12, dan Pasal 14; 
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman; 
c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
d. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan 
e. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-
2031. 
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3. Dasar hukum intern administratif; 
a. Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah; 
b. Surat Kepala BPN No. 410-4245 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah; 
c. Dan peraturan daerah lainnya. 
       Untuk lebih memperjelas peraturan perundang-undangan yang mengatur 
konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman 
di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang, maka akan diuraikan sebagai berikut: 
1. Landasan konstitusional 
       Konsolidasi tanah guna mengefektifkan pemanfaatan ruang terdapat 
dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan 
konstitusional. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan 
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.
46
 Mengenai kententuan konsolidasi tanah yang bersumber dari 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ini, karena merupakan kebijakan 
pertanahan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman demi mencapai kemakmuran masyarakat 
bersama. 
 
 
                                                           
      46 Oloan Sitorus, Konsolidasi Tanah, tata Ruang, dan Ketahanan Nasional, Yogyakarta: STPN 
Press, 2015, hlm. 15 
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2. Dasar hukum ketentuan pokok 
a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria 
(UUPA) Pasal di dalam UUPA yang menjadi landasan hukum 
konsolidasi tanah adalah Pasal 2, 6, 12, dan 14 UUPA. 
1) Pasal 2 UUPA 
Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa: 
(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar dan hal-hal lain sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, 
bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai 
oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk: 
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa 
tersebut; 
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum 
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara 
tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai 
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sebesar-besar kemekmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, 
kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dari 
Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan 
makmur. 
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya 
dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut 
ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. 
       Dihubungkan dengan konsolidasi tanah, pada dasarnya Pasal 
2 UUPA belum mengatur atau menjelaskan secara jelas mengenai 
kewenangan melakukan konsolidasi tanah. Melainkan, Pasal 2 ini 
dapat dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan konsolidasi 
tanah, karena Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) UUPA menyatakan 
bahwa hak menguasai dari Negara, otoritas Pertanahan dapat 
melakukan berbagai kebijakan dan pengaturan aspek penguasaan 
dan penggunaan serta peruntukan tanah dan pemanfaatan tanah.
47
 
Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUPA, kegiatan penataan 
penguasaan dan penggunaan tanah serta pengadaan tanah bagi 
kepentingan umum ini, pelaksanaannya dapat dikuasakan/ 
dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Hal tersebut 
memang sejalan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah yang 
                                                           
      47 Ibid. hlm. 19 
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kegiatannya berupa penataan penguasaan dan penggunaan tanah 
serta pengadaan tanah bagi kepentingan umum, dimana 
pelaksanaan konsolidasi tanah ini dilakukan oleh pemerintah 
daerah dan masyarakat. 
2) Pasal 6 UUPA 
       Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial, sehingga penggunaan serta peruntukan 
tanah dan pemanfaatannya harus tetap mengacu pada kebijakan 
pemerintah dalam penataan ruang, termasuk dalam pemanfaatan 
ruang.
48
 Pasal tersebut sebagai landasan hukum pelaksanaan 
konsolidasi tanah karena berdasarkan fungsi sosial hak atas tanah, 
para pemilik tanah berkewajiban menggunakan tanahnya sesuai 
dengan tata ruang daerah tersebut. Dengan dilaksanakannya 
konsolidasi tanah, maka penggunaan tanah yang menjadi obyek 
konsolidasi tersebut tidak hanya bermanfaat dan menguntungkan 
bagi pemilik hak atas tanah, tetapi juga bermanfaat dan 
menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah. 
3) Pasal 12 UUPA 
Pasal 12 UUPA menyatakan bahwa: 
(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas 
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, 
                                                           
      48 Ibid. 
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dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong 
lainnya. 
(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain 
menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria. 
       Pasal 12 UUPA dapat digunakan sebagai dasar untuk 
mengembangkan kegiatan kegotong-royongan dalam keagrarian.
49
 
Pasal tersebut sesuai dengan pelaksanaan konsolidasi tanah karena 
salah satu usaha bersama dalam bidang pertanahan yang 
didasarkan atas kepentingan bersama yang dilakukan oleh negara 
dalam hal ini pemerintah daerah, dengan masyarakat dan atau 
swasta dalam bentuk gotong royong. 
       Dapat dikatakan demikian, karena konsolidasi tanah ini 
dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang daerah, 
kepentingan pribadi, dan kepentingan umum. Sehingga, hasil 
pelaksanaan konsolidasi tanah ini tidak hanya memberi manfaat 
pada pihak yang menjadi peserta konsolidasi tanah, tetapi juga 
bermanfaat bagi masyarakat umum dan pemerintah. 
4) Pasal 14 UUPA 
      Ketentuan UUPA lainnya yang berkaitan dengan konsolidasi 
tanah dapat dilihat pada Pasal 14 yang menyatakan: 
(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) 
dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2), 
                                                           
      49 Ibid. 
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pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat 
rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan 
perencanaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya: 
a. untuk keperluan negara; 
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci 
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; 
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat sosial, 
kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan; 
d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, 
peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu; 
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, 
transmigrasi dan pertambangan. 
(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini 
dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, 
pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan 
penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, 
sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. 
(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) 
pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai 
Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari 
Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah 
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Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang 
bersangkutan. 
       Pasal ini menentukan pentingnya rencana umum persediaan, 
peruntukan dan perencanaan bumi sebagai ruang daratan.
50
 Untuk 
mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam 
bidang agraria, maka perlu adanya rencana (planning) mengenai 
persediaan, peruntukan dan perencanaan bumi, air, dan ruang 
angkasa bertujuan untuk berbagai kepentingan hidup dan rakyat. 
Dengan adanya planning itu, maka penggunaan tanah dapat 
dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. 
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman 
       Dalam UUPP ini, khususnya di dalam Pasal 1 butir 18, pasal 106, 
pasal 108 ditemukan rumusan konsolidasi tanah dan pengaturan 
konsolidasi tanah sebagai instrumen penyediaan tanah untuk 
perumahan dan permukiman.
51
 
       Sebagaimana diketahui bahwa konsolidasi tanah di Kabupaten 
Pemalang lebih banyak diarahkan untuk penataan bidang-bidang 
tanah permukiman termasuk bidang tanah untuk kepentingan 
prasarana dan sarana lingkungan, seperti pelebaran jalan di Dusun 
                                                           
      50 Ibid. 
      51 Ibid. hlm. 19 
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Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman, Kabupaten 
Pemalang. 
       Bahwa pasal 1 butir 18 menyatakan konsolidasi tanah adalah 
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah dalam usaha 
penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan 
permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan 
pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. 
       Pasal 106 UUPP menyatakan bahwa penyediaan tanah untuk 
pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman dapat 
dilakukan melalui konsolidasi tanah oleh pemilik tanah.  
       Selanjutnya, pasal 108 ayat (1) UUPP menyatakan bahwa 
konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak 
atas tanah dan di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat.
52
 
       Ketentuan-ketentuan konsolidasi tanah yang daitur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yaitu: 
1) Penyediaan tanah 
2) Dasar konsolidasi tanah 
3) Maksud konsolidasi tanah 
4) Tujuan konsolidasi tanah 
5) Objek konsolidasi tanah 
6) Pelaksanaan konsolidasi tanah 
                                                           
      52 Ibid. hlm. 20 
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7) Bentuk rumah yang dibangun dari hasil konsolidasi tanah 
8) Penetapan lokasi konsolidasi tanah 
9) Kegiatan konsolidasi tanah 
10) Bentuk kemudahan dalam konsolidasi tanah 
11) Kerjasama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah 
12) Peraturan pelaksanaan konsolidasi tanah53 
c. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
       Pada dasarnya, tujuan akhir dari suatu konsolidasi tanah di Dusun 
Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman di desa tersebut. 
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Kepala BPN No. 4 
Tahun 1991 yang menyatakan bahwa konsolidasi tanah merupakan 
kebijakan pertanahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan 
pemeliharaan sumber daya alam. 
       Berdasarkan hal tersebut, dasar hukum yang relevan dengan 
konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan 
permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang dapat juga ditemukan pada Undang-
Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketentuan yang berkaitan dengan 
konsolidasi tanah pada pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa 
                                                           
      53 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 148 
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perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan pengawasan dan penegakan hukum. 
       Penjelasan pasal terebut sejalan dengan kegiatan konsolidasi 
tanah, karena pelaksanaan konsolidasi tanah itu hanya dapat dilakukan 
bila dilaksanakan secara terpadu antara instansi pemerintah yang 
terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, 
masyarakat, serta pembangunan lain. Jadi, agar pelaksanaan 
konsolidasi tanah ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan 
koordinasi yang solid sehingga dapat mewujudkan tujuan konsolidasi 
tanah yaitu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. 
       Pada pasal 3 huruf i yaitu perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 
Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma yang berkembang 
dalam penaataan perkotaan saat ini. Pembangunan berkelanjutan dapat 
diartikan sebagai pembangunan yang memberikan manfaat dalam 
bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
54
 
       Konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan 
permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang sudah menunjukan dukungan terhadap 
                                                           
      54 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm.216 
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pembangunan berkelanjutan yang ditandai dengan dilakukannya 
kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sosial dan 
fisik. Konsolidasi tanah yang dilengkapi dengan kajian AMDAL 
secara langsung menyebabkan terjadinya peningkatan mutu 
lingkungan hidup di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang. 
       Berdasarkan pasal 22 ayat (1) UUPPLH yang berbunyi “setiap 
usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan 
hidup wajib memeiliki AMDAL”. Bahwa konsolidasi tanah 
merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali 
penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah. 
Pembangunan prasarana dan fasilitas di Dusun Gedugan Desa Jebed 
Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang melalui kebijakan 
pertanahan yaitu konsolidasi tanah dilakukan sesuai dengan hasil 
pengkajian dampak lingkungan. Sebab perbaikan lingkungan 
merupakan tujuan yang sangat mendasar bagi pelaksanaan konsolidasi 
tanah. 
d. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) 
       Konsolidasi tanah dipandang sebagai salah satu bentuk 
pemanfaatan tanah di atas wilayah yang telah dialokasikan oleh 
Rencana Tata Ruang bagi peruntukan permukiman. Apalagi dengan 
dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
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(UUPR) yang secara yuridis telah menjadikan penatagunaan tanah 
sebagai subsistim dari penataan ruang. 
       Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(UUPR) dapat dikatakan secara yuridis telah menjadikan 
penatagunaan tanah sebagai subsistim dari penataan ruang, karena 
berdasarkan rumusan pengertian penataan ruang (yaitu suatu sistim 
proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang), maka penatagunaan tanah dapat dirumuskan 
sebagai proses penyesuaian penggunaan dan penguasaan tanah untuk 
mewujudkan kegiatan atau usaha memanfaatkan tanah untuk 
memenuhi kebutuhan tertentu.  
       Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum konsolidasi tanah yang 
terdapat dalam UUPR yaitu pada pasal 33 dan pasal 65 ayat (2) 
UUPR. Pasal 33 UUPR menyatakan bahwa: 
(1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan 
dalam rencana tata ruang yang dilaksanakan dengan 
mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, 
penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. 
(2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan 
penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan 
sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca 
penatagunaan sumber daya alam lain. 
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(3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk 
pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum 
memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah dan 
pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari 
pemegang hak atas tanah. 
       Pasal 33 UUPR ayat (1) diatas, berdasarkan penjelasan Pasal 33 
UUPR dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud penatagunaan tanah 
adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang 
berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan yang 
terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistim untuk 
kepentingan masyarakat secara adil. Sedangkan ayat (2) dapat 
dijelaskan bahwa kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah 
meliputi: penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan 
tanah, penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan 
tanah pada rencana tata ruang wilayah, serta penyajian ketersediaan 
tanah dan penetapan prioritas penyediannya pada rencana tata ruang 
wilayah. Di dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah 
diperhatikan faktor yang mempengaruhi ketersediannya. Penjelasan 
Pasal 33 UUPR ayat (3) menyatakan bahwa hak prioritas pertama bagi 
pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam 
pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan 
rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah 
yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang 
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dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah, misalnya meliputi: 
jalan umum, saluran air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi, 
tempat pembuangan sampah, dan fasilitas umum lainnya. Hal tersebut 
ternyata sejalan dengan kegiatan konsolidasi tanah yang kegiatannya 
berupa penatagunaan tanah dan pengadaan tanah yang mudah untuk 
pembangunan fasilitas umum. 
       Pada pasal 65 ayat (2) UUPR memberikan ruang partisipasi 
masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
55
 Dihubungkan dengan 
konsolidasi tanah maka masyarakat peserta konsolidasi tanah dapat 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan penataan ruang, khususnya 
berpartisipasi dalam pemanfaatan ruang. Dikatakan berpartisipasi 
dalam hal pemanfaatan ruang, karena tanah peserta konsolidasi tanah 
ditata kembali penguasaan dan penggunaan tanahnya, serta sebagian 
diambil untuk pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan yang 
sesuai dengan tata ruang daerah masing-masing, sehingga 
pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara optimal. Dan dapat disebut 
berpartisipasi dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, karena 
pelaksanaan konsolidasi tanah ini untuk meningkatkan kualitas 
lingkungan permukiman dan pemeliharaan sumber daya alam yang 
ada di sekitarnya. Sehingga pemanfaatan ruang yang tidak terkontrol 
dan tidak benar yang dapat menurunkan kualitas lingkungan 
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Press, 2015, hlm. 19 
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permukiman maupun mematikan sumber daya alam sekitarnya, dapat 
dicegah dan dikendalikan dengan baik. 
e. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 
       Peran konsolidasi tanah dalam penataan ruang adalah dalam 
pemanfaatan ruang yang dialokasikan oleh Rencana Tata Ruang, 
dalam hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Pemalang. 
       Sesuai dengan RTRW Kabupaten Pemalang diwujudkannya 
peruntukan ruang melalui konsolidasi tanah dengan cara menata 
kembali kawasan pemukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, agar menjadi kawasan 
permukiman yang berkualitas karena telah tersedia prasarana 
lingkungan dan fasilitas umum yang memadai. 
3. Dasar Hukum Intern Administrasi 
       Pada dasarnya, segala peraturan, surat edaran, atau surat Kepala BPN 
atau Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN mengenai konsolidasi tanah 
selama ini hanya merupakan ketentuan yang bersifat administratif yang 
berisi perintah bagi BPN sebagai instansi fungsional penyelenggara 
konsolidasi tanah. Aturan yang dibuat khusus sebagai landasan intern 
administratif dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah adalah sebagai 
berikut
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a. Peraturan Kepala BPN no. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah; 
b. Surat Edaran (SE) Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 410-
4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah; 
c. SE Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 411-1852-DII tanggal 5 
Juli 1995 perihal Biaya Uang Pemasukan pada Lokasi Konsolidasi 
Tanah; 
d. SE Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 410-1978 tanggal 18 
April 1996 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah; 
e. SE Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 410-1637 tanggal 7 Juni 
1996 perihal Pengelolaan TPBP Konsolidasi Tanah; 
f. SE Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 410-55 tanggal 8 
Januari 1997 perihal Organisasi Peserta Konsolidasi Tanah; 
g. SE Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 462-3872 tanggal 22 
Desember 1997 perihal Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah; 
h. SE Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 410-2084 tanggal 30 
Juni 1998 perihal Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah; 
i. SE Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 410-3926 tanggal 13 
Oktober 1998 tentang Peningkatan Pelayanan Pertanahan Menunjang 
Program P2BPK; 
j. SE Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 410-1047 tanggal 23 
Maret 1999 perihal Penggunaan Dana Kompensasi TPBP; 
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       Maka dalam hal ini dasar hukum yang digunakan dalam setiap 
pelaksanaan konsolidasi tanah adalah Peraturan Kepala BPN no. 4 Tahun 
1991 tentang Konsolidasi Tanah. Penulis telah melakukan wawancara dengan 
Ibu Wihartini (Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah) Di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, menyebutkan beberapa dasar 
hukum mengenai konsolidasi tanah dalam rangka meningkatkan kualitas 
lingkungan permukiman, maka untuk pelaksanaan konsolidasi tanah di Dusun 
Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
sebagai berikut:
57
 
1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor: 
404/KEP-33.27/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana 
Konsolidasi Tanah Swadaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
Tahun Anggaran 2019. 
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor: 
448.1/SK-33.27-NT.02/IV/2019 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan 
Konsolidasi Tanah Swadaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
Tahun Anggaran 2019. 
3. Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/695/Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2019. 
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4. Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/702/Tahun 2019 tentang 
Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Swadaya Di Wilayah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2019. 
       Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang 
Pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Swadaya Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, kemudian hasil musyawarah 
kesepakatan peserta konsolidasi tanah di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Maka ditetapkannya lokasi 
pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah tersebut berdasarkan Surat 
Keputusan tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Konsolidasi Tanah Swadaya 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019. 
       Sebagai tindaklanjut dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang kemudian Bupati menetapkan Surat Keputusan Bupati 
Pemalang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah 
Swadaya Di Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2019. 
       Pelaksanaan konsolidasi diperlukan Tim Koordinasi, maka ditetapkannya 
Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang Pembentukan Tim Koordinasi 
Konsolidasi Tanah Kabupaten Pemalang Tahun 2019. Menetapkan bahwa 
adanya susunan tim koordinasi konsolidasi tanah di Kabupaten Pemalang, 
termasuk Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang. Keputusan tersebut juga memberikan tugas sebagai tim koordinasi 
konsolidasi tanah. 
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       Bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal melalui 
peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah dan ruang serta 
peningkatan kualitas lingkungan maka perlu menetapkan Surat Keputusan 
Bupati Pemalang tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Swadaya Di 
Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2019. Salah satu lokasi konsolidasi 
tanah di Kabupaten Pemalang Tahun 2019 yaitu Dusun Gedugan Desa Jebed 
Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan jumlah 29 bidang 
dan luas tanah 4.227 m
2
.  
       Selama pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut berlangsung tidak 
diperkenankan para pemilik tanah untuk mengalihkan hak atas tanah dan atau 
mendirikan bangunan diatas lokasi tanpa ijin dari Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang.
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       Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Wihartini (Kepala Sub 
Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah) Di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang, mengatakan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 
memilih lokasi konsolidasi tanah untuk permukiman di Kabupaten Pemalang 
adalah sebagai berikut:
59
 
1. Lokasi konsolidasi tanah harus wilayah permukiman yang pesat 
perkembangannya. 
2. Daerah yang direncanakan menjadi daerah permukiman yang baru. 
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B. Faktor Pendukung dan Penghambat Konsolidasi Tanah dalam Rangka 
Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman di Dusun Gedugan Desa 
Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
1. Faktor Pendukung 
       Pelaksanaan konsolidasi tanah di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dapat dinilai berhasil karena 
untuk mencapai keberhasilan program tersebut, yaitu adanya kriteria 
lingkungan untuk permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Sebagian besar dari masyarakat 
yang bersedia sebagai peserta menginginkan adanya tatanan lingkungan 
permukiman yang teratur diwilayah mereka tersebut. 
       Kondisi tersebut dapat menciptakan adanya suatu tingkat perubahan 
kesejahteraan yang semula penggunaan tanah dimaksud tidak teratur, 
melalui konsolidasi tanah menjadi tertib dan teratur. Termasuk juga 
bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan 
dan permukiman harus dilakukan secara adil dan merata tanpa 
menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam proses 
pembangunan permukiman tersebut. 
       Pada faktor lain bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dalam rangka 
peningkatan kualitas lingkungan di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang merupakan kegiatan yang sangat 
kompleks mulai dari pemilihan lokasi dan penunjukan tim pelaksana. 
Oleh karena itu, tidak mungkin kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh 
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aparat Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang. Penulis telah melakukan 
wawancara dengan Ibu Wihartini (Kepala Sub Seksi Landreform dan 
Konsolidasi Tanah) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, 
berdasarkan keterangan bahwa adanya kerjasama dengan instansi lain, 
seperti Bappeda Kabupaten Pemalang, Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, Dinas Perumahan dan 
Permukiman Kabupaten Pemalang dan seterusnya yang termasuk dalam 
tim koordinasi konsolidasi tanah.
60
 
       Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Suharmo salah 
satu peserta konsolidasi tanah di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, berdasarkan keterangan beliau 
bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di Dusun Gedugan Desa Jebed 
Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, antara pihak pelaksana 
atau penyelenggara dan peserta tidak mengalami konflik kepentingan
61
, 
karena didasari adanya suatu kepentingan dalam penserasian hukum 
antara dua kepentingan, panitia penyelenggara disatu pihak dan peserta 
konsolidasi tanah. Hal ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam 
melaksanakan kebijakan pertanahan, khususnya dalam menerapkan 
konsolidasi tanah yang diperuntukan bagi permukiman. 
       Keberhasilan konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
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Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari segi sosial, 
ekonomi, budaya serta lingkungan. Dari segi sosial, konsolidasi tanah 
akan memberikan suatu peningkatan kualitas hidup bagi warga desa 
tersebut yang tanahnya dikonsolidasi. Melihat segi ekonomi dengan 
adanya konsolidasi tanah meningkatkan nilai dan harga tanah hasil 
konsolidasi. Hal tersebut bahwa konsolidasi tanah memberikan prasarana 
yang dibutuhkan sehingga lokasi tersebut semakin layak untuk 
pembangunan. 
       Kemudian dari segi budaya, dapat dilihat adanya perubahan perilaku 
warga Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang yang lebih menyukai ketaraturan dan kebersihan karena mereka 
sudah merasakan keuntungan dari keteraturan tersebut. Sementara dari 
segi lingkungan, adalah pemanfaatan yang lebih luas untuk ruang terbuka 
dan kepentingan lain yang mendukung bagi keseimbangan lingkungan 
sekitar Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang. 
2. Faktor Penghambat 
       Secara teoritis konseptual bahwa maksud, tujuan dan sasaran 
terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah itu telah ditegaskan sedemikian 
rupa, yaitu maksud dilaksanakannya konsolidasi tanah adalah dalam 
upaya meningkatkan terciptanya kualitas lingkungan dan pengadaan tanah 
bagi kepentingan pembangunan serta upaya untuk mewujudkan 
pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif 
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masyarakat yang berada diwilayah permukiman, dengan suatu tujuan 
konsolidasi tanah diarahkan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara 
optimal, seimbang dan lestari melalui peningkatan efisiensi penggunaan 
tanah diwilayah permukiman.
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       Meskipun pelaksanaan konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan 
kualitas lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang berhasil, namun ternyata ada 
beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Partisipasi 
masyarakat hanya dapat terwujud jika kegiatan yang akan dilaksanakan 
jelas tujuan serta hasil dari konsolidasi tanah. 
       Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Armiati salah satu 
peserta konsolidasi tanah di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, berdasarkan keterangan beliau 
bahwa masih rendahnya pengertian dan pemahaman tentang manfaat dan 
tujuan konsolidasi tanah.
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       Hal yang demikian merupakan suatu kewajaran karena tingkat 
pengetahuan tiap warga masyarakat tidak sama yang bisa dilihat melalui 
indikator tingkat pendidikannya. Kurangnya pengetahuan masyarakat 
mengenai konsolidasi tanah dikarenakan kegiatan konsolidasi tanah di 
Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten 
                                                           
      62 Nur handayati dan Wahyu Prawesthi, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Untuk Permukiman 
Pada Daerah Perkotaan (Studi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)”, Jurnal Hukum, Volume 1, 
Nomor 1, April, 2010, hlm. 13 
      63 Wawancara dengan Armiati, Peserta Konsolidasi Tanah, di Dusun Gedugan Desa Jebed 
Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tanggal 17 Desember 2019 jam 11.00 – 12.00 
WIB. 
64 
 
 
 
Pemalang belum begitu populer di kalangan masyarakat. Dimana hal ini 
dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannnya. 
       Budaya hukum masyarakat peserta konsolidasi tanah juga 
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah. Budaya 
hukum masyarakat ini juga tergantung kepada budaya hukum individual 
dari peserta konsolidasi tanah. Budaya hukum individual dapat 
mempengaruhi lancar atau tidaknya berjalannya peraturan konsolidasi 
tanah. Oleh karena itu, tingkat pemahaman hukum yang dimiliki oleh 
individu sebagai anggota masyarakat konsolidasi tanah sangat dibutuhkan 
untuk memperlancar proses pelaksanaan konsolidasi tanah yang 
dimaksud. Pemahaman hukum ini hanya akan berhasil apabila pada 
tahapan awal konsolidasi tanah, peraturan tersebut telah disosialisasikan 
terlebih dahulu kepada peserta konsolidasi tanah. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Bahwa dasar hukum konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman mendasar pada peraturan perundang-undangan 
yang diatur secara nasional diantaranya yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 
1945, Pasal 2, 6, 12, 14 UUPA, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Permukiman, Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Peraturan 
daerah yang mengatur konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan 
kualitas lingkungan di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2011-2031, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang Nomor: 404/KEP-33.27/IV/2019 tentang 
Pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Swadaya Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, Surat Keputusan 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor: 448.1/SK-33.27-
NT.02/IV/2019 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Konsolidasi Tanah 
Swadaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, 
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Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/695/Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2019, Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/702/Tahun 
2019 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Swadaya Di Wilayah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2019. 
2. Adapun faktor pendukung konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan 
kualitas lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yaitu adanya kerjasama antara 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dengan beberapa instansi terkait 
dalam konsolidasi tanah tersebut. Sedangkan faktor penghambat 
konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan 
permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman 
Kabupaten Pemalang yaitu kurangnya pengetahuan peserta konsolidasi 
tanah mengenai konsolidasi tanah.  
B. Saran 
1. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan peraturan 
perundang-undangan yang mengenai konsolidasi tanah dalam rangka 
peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara lengkap dan 
sistematis. Sosialisasi atau penyuluhan tersebut kepada masyarakat atau 
peserta konsolidasi tanah agar dapat dipahami dan dimengerti peraturan 
perundang-undangan mengenai konsolidasi tanah. 
2. Diperlukan adanya peraturan yang mempunyai sanksi hukum agar 
pelaksanaan konsolidasi tanah dapat ditaati oleh semua pihak dan dapat 
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dilakukan secara optimal oleh pihak-pihak yang terkait. Jika ada pemilik 
tanah  yang mengalihkan atau menjual tanah diatas lokasi tanpa ijin dari 
penyelenggara diberlakukan sanksi dalam peraturan tersebut. 
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Wawancara 
Wawancara dengan Armiati, Peserta Konsolidasi Tanah, di Dusun Gedugan Desa 
Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tanggal 17 
Desember 2019 jam 11.00 – 12.00 WIB. 
Wawancara dengan Suharmo, Peserta Konsolidasi Tanah, di Dusun Gedugan 
Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tanggal 17 
Desember 2019 jam 11.00 – 12.00 WIB. 
Wawancara dengan Wihartini, Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi 
Tanah, di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, tanggal 16 Desember 
2019 jam 09.00 – 10.00 WIB. 
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Lokasi sesudah Konsolidasi Tanah 
di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
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Penelitian di Desa Jebed Selatan Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang 
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Wawancara dengan Bapak Suharmo, Peserta Konsolidasi Tanah 
di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
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